
BUPATI OGAN KOMERING ULU 
PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU 
NO MOR Ir TAHUN 2021 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA 
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI 

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU 
TAHUN ANGGARAN 2021 

• Menimbang : a. 

BUPATI OGAN KOMERING ULU, 

bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap 
pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 
(sembilan) tahun yang bermutu, Pemerintah mengalokasikan 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS); 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

··- 
Mengingat 

b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Dana 
Bantuan Operasional Sekolah yang tertib, efisien, ekonomis, 
efektif, transparan dan bertanggungjawab, maka perlu 
ditetapkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan 
Operasional Sekolah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Dana 
Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan 
Negeri Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 
2021; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera 
Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 1821); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
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Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

ten tang 
Republik 

Lembaran 

• 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lemoaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
'T'ol-.11n 1)()1 c:; Nn,.,...,nr c:;Q 'T'o,.,...,l-v::ihon T .,,.,.,...,horcin NPacirci 
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Indonesia Nomor 4577); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomof 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 
tent.ang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 807); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 
tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah 
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 4 76); 

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis 
Pengelolaan Bantuan Operasioanal Sekolah Reguler {Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147); 
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Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

ten tang 
Republik 

Lembaran 

• 

... 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lemoaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nofiior 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah 
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 807); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 
tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah 
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 476); 

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis 
Pengelolaan Bantuan Operasioanal Sekolah Reguler (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 14 7); 
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15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Ogan Komering Ulu. (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 201 7 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2); 

16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Tahun 2020 Nomor 10); 

17. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2020 ten tang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 Nomor 75) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Tahun Anggaran 2021; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL 
SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI KABUPATEN 
OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2021. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu. 

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu. 

4. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya 
disingkat Dana BOS adalah program Pemerintah Pusat 
untuk menyediakan pendanaan biaya operasi nonpersonalia 
bagi satuan pendidikan dasar yang bersumber dari dana 
alokasi khusus nonfisik. 

5. Pengelolaan Dana BOS adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan dan penganggaran Dana BOS, 
pelaksanaan Dana BOS, penatausahaan Dana BOS, 
pelaporan Dana BOS, pertanggungjawaban Dana BOS dan 
pengawasan Dana BOS. 
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6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Ogan Komering Ulu. 

7. Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Satdik adalah 
kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan 
pendidikan pada jalur formal terdiri dari Satuan Pendidikan 
Dasar. 

8. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Dana BOS yang 
selanjutnya disingkat RKAS Dana BOS adalah dokumen 
perencanaan dan penanggaran yang berisi program dan 
kegiatan sekolah yang dibiayai dari Dana BOS. 

9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen 
perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan 
kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk 
melaksanakannya. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah SKPKD yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai 
Bendahara Umum Daerah. 

12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 
dipimpinnya. 

13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. 

14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian tugas BUD . 

15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya 
disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan 
fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 

16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah 
sokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD 
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh 
PA. 

17. Bendahara Khusus Pengelola Dana BOS yang selanjutnya 
disebut Bendahara Dana BOS adalah Pegawai Negeri Sipil 
yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, 
menatausahakan, dan memertanggungjawabkan uang untuk 
keperluan belanja Dana BOS pada Satdik. 

18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat 
NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari 
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Dana BOS antara Pemerintah Daerah dengan penerima 
hi bah. 

19. Penerimaan Dana BOS adalah uang yang masuk ke Rekening 
Satdik. 

20. Surat Pengesahan Pendapatan Hibah yang selanjutnya 
disingkat SP2H adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD 
untuk mencatat dan mengesahkan pendapatan hibah yang 
tidak melalui rekening kas umum daerah. 

21. Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana BOS yang selanjutnya 
disebut SPB Hibah Dana BOS adalah dokumen yang 
diterbitkan oleh BUD untuk mencatat dan mengesahkan 
belanja hibah Dana BOS yang tidak melalui rekening kas 
umum daerah. 

22. Surat Permintaan Pengesahan Belanja yang selanjutnya 
disingkat SP2B adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA 
untuk mengajukan pencatatan dan pengesahan belanja pada 
DPA SKPD yang penerimaan dan pengeluaran daerah tidak 
dilakukan melalui rekening kas umum daerah dan menjadi 
dasar penerbitan surat pengesahan belanja. 

23. Surat Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SPB 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD untuk mencatat 
dan mengesahkan belanja yang tidak melalui rekening kas 
umum daerah berdasarkan SP2B. 

24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang 
selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi 

---!:..,�� penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 ( satu) 
� periode anggaran. 

( .. 
BAB II 

RUANO LINGKUP 

Pasal 2 

( 1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, 
pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban 
Dana BOS. 

(2) Penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan 
pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didasarkan pada pola pengelolaan keuangan BOS yang 
diterapkan pada APBD. 

BAB III 
PENGANGGARAN 

Pasal 3 

( 1) Penerima dan jumlah Dana BOS pada setiap Satdik 
berdasarkan alokasi Dana BOS setiap provinsi ditetapkan 
berdasarkan keputusan menteri yang menangani urusan 
pemerintahan di bidang pendidikan. 
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(2) Penerima dan jumlah Dana BOS pada Satdik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perencanaan dan 
penganggaran Dana BOS pada setiap Satdik. 

(3) Dalam hal penerima dan jumlah Dana BOS pada setiap 
Satdik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum 
ditetapkan sampaijadwal penyampaian rancangan kebijakan 
umum anggaran dan plafon anggaran sementara, 
penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan 
pada alokasi penyaluran tahun anggaran sebelumnya. 

Pasal 4 

(1) Kepala PD Kabupaten menyusun RKA-SKPD berdasarkan 
penerima dan jumlah Dana BOS setiap Satdik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang memuat rencana 
penanggaran pendapatan hibah Dana BOS. 

(2) Penganggaran pendapatan Dana BOS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam akun pendapatan, 
kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis, objek, 
dan rincian objek pendapatan hibah Dana BOS sesuai 
dengan kode rekening berkenaan. 

Pasal 5 

( 1) Kepala Satdikdas negeri menyusun RKAS Dana BOS 
berdasarkan penerima dan jumlah Dana BOS setiap Satdik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau alokasi 
penyaluran anggaran tahun sebelumnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang memuat rencana 
belanja Dana BOS. 

(2) Rencana belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) disusun dengan mempedomani Juknis Penggunaan 
Dana BOS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

(3) Dalam hal terdapat perubahan penggunaan Dana BOS 
dalam Juknis Penggunaan Dana BOS yang mempengaruhi 
rencana belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Pemerintah Kabupaten dapat melakukan penyesuaian sesuai 
dengan ketentuan peraturan peundang-undangan. 

(4) RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
disampaikan oleh Kepala Satdikdas negeri kepada Kepala PD 
Ka bu paten. 

BAB IV 
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN 

Pasal 6 

(1) Kepala PD menyusun DPA-SKPD berdasarkan Peraturan 
Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan dan 
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran 
berkenaan. 

- 
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(2) Kepala PD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah 
disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPKD 
untuk disahkan. 

(3) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang bersumber 
dari Dana BOS. 

Pasal 7 

( 1) Bupati menetapkan Bendahara Dana BOS pada Satdik 
negeri penerima Dana BOS atas usul PD melalui PPKD. 

(2) Bendahara Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan usul dari Satdik negeri. 

(3) Bendahara Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
membuka rekening Dana BOS atas nama Satdik. 

(4) Rekening Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan oleh Bupati. 

(5) Dalam hal terdapat bunga, jasa giro, dan/ atau imbalan 
lainnya atas Dana BOS yang disimpan pada bank, menjadi 
pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 8 

(1) Berdasarkan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat ( 1), Kepala Satdik melaksanakan kegiatan yang 
bersumber dari Dana BOS. 

(2) Kegiatan yang bersumber dari Dana BOS sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan secara berkala sesuai 
dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam RKAS Dana 
BOS dan DPA-SKPD dengan memperhatikan tahap 
penyaluran Dana BOS. 

{3) Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disalurkan 
langsung oleh menteri yang menangani urusan di bidang 
keuangan melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara 
ke rekening Satdik sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, 

{4) Penyaluran Dana BOS cliinformasikan oleh menteri yang 
menangani urusan bidang keuangan melalui kantor 
pelayanan perbendaharaan negara kepada PPKD selaku BUD 
masing-masing provinsi berupa notifikasi secara elektronik 
yang dapat dicetak. 

Pasal 9 

(1) Berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (4), PPKD selaku BUD provinsi memberikan informasi 
penyaluran Dana BOS kepada PPKD selaku BUD Kabupaten. 
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(2) Kepala Satdikdas Negeri melaporkan Penerimaan Dana BOS 
yang diterima dari meteri yang menangani urusan di bidang 
keuangan melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara 
kepada PPKD selaku BUD Kabupaten. 

(3} PPKD selaku BUD Kabupaten berdasarkan informasi 
penerimaan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) menerbitkan SP2H. 

(4) Berdasarkan SP2H sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
PPKD Kabupaten mengakui realisasi pendapatan. 

Pasal 10 

Tata cara pencatatan dan penyampaian laporan realisasi belanja 
Dana BOS berpedoman pada petunjuk teknis penggunaan Dana 
BOS. 

Pasal 11 

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan BOS 
dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. 

BABV 
PERTANGGUNGJA W ABAN 

Pasal 12 

(1) Kepala Satdikdas Negeri bertanggung jawab secara formal 
dan material atas pendapatan dan belanja Dana BOS yang 
diterima. 

------=a,µ_.'------"--......,(2) Pertanggungjawaban Kepala Satdik sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang- 
undangan yang berlaku. - (3) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) disajikan dalam Laporan Keuangan PD dan Laporan 
Keuangan Pemerintah Kabupaten. 

(4) Tata "cara dan format penyusunan Laporan Keuangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai 

� � dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
pengelolaan keuangan daerah. 

BAB VI 
MONITORING 

Pasal 13 

(1) Monitoring dapat dilaksanakan oleh PD Pendidikan yang 
bertujuan untuk memantau pencairan dan penyaluran dana, 
pengelolaan dan penggunaan dana di Satdik, atau tindak 
lanjut penanganan dan pelayanan pengaduan masyarakat. 
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(2) Monitoring dapat dilakukan dengan cara kunjungan 
lapangan, koordinasi melalui media komunikasi (telepon, 
Faksimile, Email, dll), dan/ atau melalui mekanisme 
monitoring laporan online. 

(3) Monitoring dapat dilaksanakan pada saat persiapan 
penyaluran dana, pada saat penyaluran dana, pasca 
penyaluran dana, atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. 

(4) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibebankan pada APBD melalui DPA Dinas Pendidikan 
Kabupaten. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

• 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

Ditetapkan di Baturaja 
pada tanggal, �1 f'if e-i 2021 

Plh. BUPATI OGAN K MERING ULU,� 

ARD CANDRA 

2021 
Diundangkan di Baturaja 
pada tanggal, �4 �e.i 

ARIS DAERAH 
KOMERING ULU, 

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU 
TAHUN 2021 NO MOR If 
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